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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menunjukkan komitmen untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa 
keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan 

industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat 
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana visi OJK. Pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dapat berjalan 

dengan baik melalui peningkatan kinerja secara berkelanjutan agar dapat mendorong kontribusi yang optimal 
sektor jasa keuangan bagi perekonomian nasional.

OJK mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan 
untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian dinamika geopolitik pada Tahun 2026. 

Arah kebijakan OJK di Tahun 2026 meliputi:

Untuk menjaga kinerja sektor jasa keuangan dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional, OJK akan 
terus memperkuat ketahanan industri, mendorong pendalaman pasar dan perluasan akses pembiayaan, serta 

mengakselerasi pengembangan keuangan berkelanjutan guna menjaga stabilitas sistem keuangan 
dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Kinerja sektor jasa keuangan tahun 2026 diproyeksikan tetap tumbuh berkelanjutan, diantaranya yaitu:

Sinergi OJK dengan pemerintah, otoritas moneter, industri jasa keuangan, para pelaku usaha, masyarakat, 
serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan bagi perekonomian nasional.
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*OJK akan melakukan review outlook ini secara berkala untuk diselaraskan dengan perkembangan outlook pe�umbuhan ekonomi nasional.

Tahun 2025 diwarnai oleh meningkatnya multipolarisme kebijakan global. Namun demikian, kondisi fundamental perekonomian 
dan kinerja sektor jasa keuangan Indonesia yang solid menjadi modalitas yang kuat. Program Prioritas Pemerintah yang 

dijalankan telah menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
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Inovasi yang Bertanggung Jawab
Dengan Prinsip “Same Activity, Same Risk, 
Same Regulation”

Penguatan Pengawasan di Industri
Keuangan Digital
Memastikan transformasi digital sektor 
keuangan yang aman dan bertanggung jawab

Penanganan Risiko Siber
Mitigasi ancaman siber di SJK untuk layanan
keuangan digital yang aman bagi konsumen 
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• Pengawasan Market Conduct yang 
berbasis Risiko

• Pengaturan Finfluencer
• Penegakan hukum dan pengenaan 

sanksi yang konsisten
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Pengembangan Credit Scoring &
Credit Registry nasional

• Kredit lunas dikinikan 
di SLIK H+3 hari

• Informasi SLIK kredit/
pembiayaan nominal 
di atas Rp 1 juta

• Kewajiban Bank dan 
LJKNB untuk memberikan 
kemudahan akses 
pembiayaan UMKM       
sesuai POJK 19/2025

• Restrukturisasi kredit/
pembiayaan UMKM

• Penetapan kualitas kredit/
pembiayaan dengan 
plafon ≤Rp10 M
berdasarkan ketetapan
pembayaran 

Akselerasi
Pembiayaan UMKM

Literasi Keuangan &
Business Matching UMKM

Percepatan pemulihan
UMKM di wilayah
terdampak Bencana

Hapus Tagih UMKM
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Free Float
15%

Peningkatan Peran
LJK Sebagai Investor

Institusional
Jangka Panjang

Diversifikasi Instrumen Keuangan

Perluasan Basis
Investor dan

Nasabah

Kemudahan
Berusaha dan

Simplifikasi
Proses
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Pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

• Implementasi dan pengembangan Nilai Ekonomi Karbon
(NEK) melalui integrasi Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)
dengan IDX Carbon (OJK selaku anggota Komrah
berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup)

• OJK bersama Kemhut dan Komrah mengembangkan 
konsep Satu Karsa sebagai program restorasi lahan hutan
kritis dengan dukungan sektor jasa keuangan pada TW 4
2026 yang meliputi pengembangan skema pembiayaan
dan playbook pembiayaan karbon sektor kehutanan.

Penyusunan POJK tentang
Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Climate Risk
Management

& Scenario
Analysis (CRMS)

Insentif Biaya
Penda�aran
untuk EBUS

Berkelanjutan

Penyusunan
Roadmap di
bidang PPDP

dan PVML

Taksonomi untuk
Keuangan

Berkelanjutan
Indonesia (TKBI)
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8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi
Integritas Pasar Modal

1.  Kebijakan Free Float

2. Transparansi Ultimate
 Beneficial Owner (UBO)

3.  Penguatan Data
 Kepemilikan Saham

4. Demutualisasi
 Bursa Efek

5. Penegakan Peraturan
 dan Sanksi

6. Tata Kelola Emiten

7.  Pendalaman Pasar
 Keuangan Terintegrasi

8. Kolaborasi & Sinergi
 dengan Stakeholders

Penguatan Integritas
Industri Keuangan
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